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inahar pornikPemohon mengajukan permohonan uji materi mengenai

yang hanya dialur daiam Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, Dan Walikota Menja i

Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8Tahun 2015 tentsng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Peraturan Reinenntah PenggantiTahun 2015 tentang Penetapan

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
dan diubah kedua kaliBupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Perubahandengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Kedua Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan
I Tahun 2014Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, - Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Pasa1 47 Ayat(,), (2),(3), dan (4)tetapi aturan mengenai inahar
Nomor 42 Tahun 2008 danpontik tidak diatur da!am Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2012 serta belum diaturnya kontrakUndang-Undang

politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar1945 ke da am
Indonesia khususnya peraturanperaturan perundang-undangan

perundang-undangan mengenai pemilihan presiden, pemilihan legis a i,

dan pemilihan kepala daerah.

~

.
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I. KEWENANGANMAHKAMAH

Ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi

dalam menguji Undang-Undang torhadap UUD 1945 yaitu: a) Pasa124C

ayat(I) UUD 1945; by Pasal, O ayat(,) huruf a Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan c) Pasa! 29 ayat(,)

huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

a. Bahwa Pasa1 24C ayat(I) hurufa Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, PasallO ayat(I) hurufa Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentsng Mahkamah Konstitusi

sebagaimanatelahdiubahdengan Undang-Undang Nomor8Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Undang"Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang tentsng Mahkamah Konstitusi(UU MK), dan Pasa129

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan sebagai

berikut:

Pasa1 24C ayat(,) UUD ,945:

"Mahkamah Konstitusi belwenang mengadili pada tingkat pertaina

dan terakhir yang putusannya bersifatfinal untok menguji undang"

undang terhadap Undang-Undang Dasar. .."

Pasa! 40 ayat(I) hurufa UU MK:

"Mahkamah Konstitusi belvvenang mengadili pada tingkat pertaina

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji

.
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undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945".

Pasa1 29 ayat(,) huruf a UU 48/2009:

"Mahkamah Konstitusi bemyenang mengadili pada tingkat pertaina

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a) menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945".

Bahwa permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas

prektik inahar pQlitik dan kontrak politik yang telah menjadi atomn

tidak tertulis untok mengikuti pemilihan presiden, kepala daerah,

dan pemilihan legislatifdan menentukan bahwa prektik in ahar po!itik

dan kontrak palmk bertentangan dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah belvvenang

mengadi!i permohonan a quo.

b.

I I . KEDUDUKAN HUKUM (LEGALSTANDING)PEMOHON

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon inertijuk pada ketentuan

Pasa1 51 ayat (1) UU MK besena Penjelasannya dan Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 061PMK/2005 tentang Pedoman Beracara

Uraian kedudukan hukumDaiam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Mahkamah(legal standing) Pemohon men, juk pula pada Putusan

Konstitusi Nomor 0061PUU-1/1/2005 tangga1 31 Mei 2005 dan Putusan

,
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Mahkamah Konstitusi Nomor flipUU-V/2007 tangga1 20 September

2007.

a. Bahwa Beadasarkan Pasa1 51 ayat(I) Undang-Undang Nomor 24

Mahkamah Konstitusi besena Penjelasannya,Tahun 2003 tentang

Undang-Undangyang dapat mengajukan permohonan pengulIan
haktechadap UUD 1945 ada!ah mereka yang menganggap

dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan o1eh

1945 dirugikan o1eh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: (a)

perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok oreng

yang meinpunyai kepentingan sama); (b) kesatuan masyarakat

hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakatdan prinsip Negara Kesatuan Repu i
diatur dalam undang-undang; (c) badan hukumIndonesia yang

^ublik atau privat; atau (d)Iembaga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0061PUU-Bahwa seiak

Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi1/1/2005 tangga1 31

Nomorl, /PUU-V/2007 tangga120 September 2007, setta putusan-

bahwa kerugian hakputusan seianjutnya, Mahkamah bemendirian

dan/atau kewenangan konstitusionalsebagaimanadimaksud aam

Pasa1 51 ayat(,) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentsng

Mahkamah Konstitusi harus memenuhi!jina syarat, yaitu: (a)

adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang

diberikan o1eh UUD 1945; (by hak dan/atau kewenangan

b.

.

.
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konstitusional tersebut o1eh Pemohon dianggap dirugikan o1eh

dimohonkan pengujian; (6)ber!akunya undang-undang yang

kerugian konstitusionaltersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan

aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalatan

yang wajar dapat dipastikan akan tenadi; (d) adanya hubungan

sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan

dimohonkan pengujian; (e)berlakunya undang-undang yang

adanya kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan

inaka kerugian konstitusional seperti yang dida!ilkan tidak akan atau

tidak lagi ternadi.

Bahwa pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang

meresa dirugikan karena adanya prektik in ahar politik dan kontrak

politik yang telah menjadi aruran tertulis untok mengikuti pemilihan

presiden, kepala daera, dan pemilihan legislatif.

Bahwa beadasarkan uraian tersebut of atas, menurut Pemohon

toadapat kerugian bagi Pemohon dengan adanya prektik ina ar

politik dan kontrak politik dalam pemilihan eksekutii dan legislatif.

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum

(!egal standing) untok mengajukan permohonan a quo.

C,

d.
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ALASAN PERMOHONAN (posta)

Sebelum masuk kepada POSita, ada baiknya jika pemohon menjelaskan

Iatar belakang pendidikan pemohon. Pemohon pemah menempu

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran jurusan Hukumpendidikan SI

Internasional, jujus dengan IPK 3.13. Dan Pemohon pernah menempu

Universitas Indonesia jurusan Hukumpendidikan S2 Fakultas Hukum

Ekonomi, jujus dengan IPK 3.35. Pemohon tidak menempuh jurusan

hukum tata negara dan tidak begitu tahu dengan berbagaimacam do tnn

daiam ilmu hukum tata negara. Pemohon juga bukan termasu sariana

hukum ataupun advokat yang jenius dalam meinpelajariilri!u u urn,

namun daiam permohonan uji materjini pemohon men uga a any

kekosongan hukum dalam mengatur hal mengenai prektik ina ar po ii

of pemilihan presiden dan pemi!Ihan legislatif. Pemohon juga men uga
bertentangan dengan Undang-adanya prektik kontrak politik yang

Undang Dasar 1945 yang belum diatur dalam peraturan perun ang-

undangan Indonesia khususnya petaluran perundang-uriangan

mengenai pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan epa a

daerah.

Pengujian Materill

adatahI. Salah satu tahap penting daiam pemilihan urnum

pencalonan. Masih terdapat kabaryang mengungkap masih a anya

partai yang mensyaratkan "inahar po!it^" kepada seorang colon

,
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yang meminta dukungan untuk maiu sebagai kandidat aam
1stilah inahar po!itik mengacu pada prektikpemilihan urnum.

pembebanan kewajiban o1eh partai polltik/gabungan partai po in

kepada seorang bakalcalon untuk mengeluarkan seiumta jaya,

sebagai syarat untuk meinperoleh dukungan atau syarat untu

dapat maiu datam pemi!ihan. 1sti!ah lain yang digunakan seain

"inahar ponti^' adalah uang perahu, uang gotong royong, uang

survei dan lain-lain.

adalahPeraturan pertaina yang akan dibahas o1eh pemohon

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Urnum

Presiden danWakil Presiden. Menurut pembelajaran pemohon atas

undang-undang ini bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 20
dan Wakil Presiden tidaktentan9 Pemilihan Urnum Presiden

mengatur mengenai inahar pontik dan kontrak pontik.
42Tahun 2008Terdapatsatu pasaldalam Undang-Undang Nomor

tentang Pemi!ihan Urnum Presiden dan Wakil Presiden yang bisa

jadi dapat mengatur tentang kontrak palmk yaitu Pasa1 95 yang
berasal dan pihak lainmenyebutkan bahwa: Dana Kampanye yang

Pasa1 94 ayat (2) huruf c beRIPasebagaimana dimaksud daiam

dan bersifattidak mengikatsumbangan yang sah menurut hukum

kelompok, perusahaan,dan dapat beresal dan perseorangan,

dan/atau badan usaha nonpemerintah.

2.

3.

9
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4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasa1 95 bisa jadi

merupakan aturan tentang kontrak politik. Tetapi menurut

pemahaman pemohon, aturan tersebut sangat tidak cukup untok

mengatur tentang kontrak politik. Ditambah lagi daiam Penjelasan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak disebutkan sama

sekalitentang inahar politik dan kontrak politik.

Berdasarkan uraian poin 2 - 4 inaka pemohon menyimpulkan

bahwa negara belum mengatur tentang praktik inahar politik dan

kontrak politik di pemilihan presiden.

Peraturan kedua yang akan dibahasoleh pemohon adalah Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemiiihan Urnum Anggota

Dewan Peruakilan Rakyat, Dewan Perwaki!an Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut pembelajaran pemohon atas

undang-undang ini bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

tentang Reinilihan Urnum An990ta Dewan Peru/aki!an Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Reinakilan Rakyat Daerah

tidak mengatur mengenai inahar po!itik dan kontrak politik.

Peraturan ketiga yang akan dibahas o1eh pemohon adalah Undang-

Undang Nomor , Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang Reini!ihan Gubernur, Bupati, Dan Walkota Menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

,

5.

6.

7.
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Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi.

Undang-Undang dan diubah kedua ka!i dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 20.6 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang Pemilihan Guberiiur, Bupati, Dan Wa!ikota Menjadi

Undang-Undang.

Nomor I Tahun 2015 tentang PenetapanUndang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang~

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang~Undang dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2045 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang~Undang telah mengamanatkan dengan tegas bahwa tidak

,

8.

.
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boleh ada transaksi uang dan calon kepa!a daerah kepada partai

politik.

9. Undang-Undang Nomor I-'Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Reinenntah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan . eraturan
Tahun 20.4Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Walikota Menjaditentang Pemitihan Gubernur, Bupati, Dan

Undang"Undang dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 20.6 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 20.5 tentang Penetapan Peraturan
Tahun 2014Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati. Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang Pasa147 ayat(I) menyebutkan: Partai Politik atau

gabungan Partai Pontik dilarang menerima jinbalan dalem bentu
Gubernur dan Wakil Gubernur,apapun pada proses penca!onan

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wallkota dan Wakil Walikota,

to. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

.

I
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Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Tahun 2014Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Walikota Menjaditentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Undang-Undang dan diubah kedua kali dengan Undang- n ang
Perubahan Kedua Atas Undang-Nomor 10 Tahun 2016 tentang

tentang Penetapan PeraturanUndang Nomor I Tahun 2015
Tahun 2014Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Walikota Menjaditentang Pemi. liban Gubernur, Bupati, Dan

Undang-Undang Pasa147 ayat(2) menyebutkan: Dalam hal Partai
Po!itik atau gabungan Partai Po!itik terbukti menerima jin aan

sebagaimana dimaksud pada ayat(I), Partai Politik atau gabungan

Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan co on pa

periode hankutnya didaerah yang sama.

Tahun 2015 tentang Penetapan11. Undang-Undang Nomor I

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Pemi!ihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi2014 tentang

Undang-Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanUndang

Tahun 2014Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I

Wa!ikota Menjaditentang Reinilihan Gubemur, Bupati, Dan

Undang-Undang dan diubah kedua ka!i dengan Undang-Un ang

Perubahan Atas Undang-

Undang

.

I Tahun
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Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang Pemitihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang Pasa! 47 ayat(3) menyebutkan: Partai Politik atau

gabungan Partai Polltik yang menerima jinbalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan

pengadilan yang telah meinperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang -Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor, Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang~Undang Nomor I Tahun 2014

tentsng Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Watikota Menjadi

Undang-Undang dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor , Tahun 2014

tentsng Pemilihan Gubernur* Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang Pasa147 ayat(4) menyebutkan: Setiap oreng atau

Iembaga dilarang memberiimbalan kepada Partai Politik atau

12.

..,.

1.4



*
>

gabungan Partai Pornik daiam bentok apapun dalam proses

pencalonan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakit Walikota.

13. Beadasarkan uraian poin 8 - ,2 inaka negara Republik Indonesia

telah meinpunyaiperaturan yang mengatur inahar pornk(walaupun

tidak mengatur tentang kontrak pontik) yaitu Undang-Undang

Nomor I Tahun 20.5 tentang Penetapan Peraturan Reinenntah

PenggantiUndang-Undang Nomorl Tahun 20.4 tentsng Pemiiihan

Gubernur, Bupati, Dan. Walikota Menjadi Undang-Undang

sebagaimanatelahdiubahdengan Undang-Undang Nomor8 Tahun

2015 tentsng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I Tahun

20.5 tentsng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang~

Undang Nomor, Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Dan Walikota-Menjadi Undang-Undang dan diubah kedua kali

dengan Undang-Undang Nomor, O Tahun 2016tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor I Tahun 2014 tentsng Pemilihan Gubemur, Bupati, Dan

Wallkota Menjadi Undang-Undang.

14. Beadasarkan penjelasan-penjelasan diatas inaka pemohon

mengambil kesimpulan bahwa hanya pemilihan Kepala daerah saia

yang meiniliki aturan jarangan praktik inahar politik, tetapi tidak

meIarang kontrak politik. Sedangkan untok pemilihan presiden dan

,
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pemi!ihan legislatif sama sekali tidak ada Iarangan praktik inahar

politik dan -kontrak politik.

15. Telah tenadidiskriminasi dalam mengaturtentang Iarangan inahar
Indonesia,pornik dalam sistem peraturan perundang-undangan

Dimana pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatiftidakdiatur

jarangan inahar pornik. Sedangkan datam pemilihan kepata daerah

diatur mengenailarangan inahar pornk,

16. Untuk itu saya memohon kepada malelis hakim untuk

memberIakukan 18rangan inaharmengeluarkan keputusan yang

pornik dalam pemilihan presiden, pemi!ihan legisiatif, dan pemilihan

kepala daerah sehingga tenadi keadilan SOSial daiam sistem

peraturan chindonesia.

17. Berkaitan dengan permaSalahan tentsng kontrak pontik, inohon

kiranya hakim dapat meinpertimbangkan untuk memberIkan

keputusan yang dapat me18rang prektik kontrak pontik dilndonesia

karena tindakan kontrak po!itik merupakan tindakan yang tidak

meinihak kepada rakyat terutama rakyat kecil. Dimana kontrak

pornk bisa dilakukan o1eh pengusaha yang memberikan dukungan

kepada salah satu calon atau bahkan semua calon agar

kepentingan pengusaha tersebut chialankan atau tetap dijalankan.

16



,

*

,

IV. PETITUM

Beadasarkan alasan-alasan tersebutdiatas, Pemohon memohon kepada

Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dai^^ pengujian

materin sebagai berikut:

I. Mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya;

2. Telah tenadi ketidak adjlan SOSial beadasarkan Undang-Undang

Dasar 1945 mengenai pengaturan jarangan inahar politik dalam

pemilihan kepala daerah sedangkan dalam pemilihan presiden dan

pemi!ihan legislatiftidak diatur mengenailarangan inahar polltik.

3. Meininta kepada maie!is hakim untuk memberikan keputusan yang

dapat memberIakukan aturan mengenailarangan praktik inahar

politik daiam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemitihan

kepala daerah.

4. Meininta kepada maie!is hakim untuk memberikan keputusan yang

dapat memberIakukan aturan mengenailarangan -praktik kontrak

pontik dalam pemitihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan

kepala daerah.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini daiam Benta Negara

Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

.
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Apabi!a Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, inohon putusan yang

seadil-adj!nya (ex aequo et bono).

Hormat saya,

Pemohon,.,

,.

^.;^^

C

Kurnia Irawan Harehap, S. H. , M, H,

, , .

EF357548975

.URUPiAH

\
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